
3. 

2. 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndones~ 
Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

1. Mengingat 

a. bahwa Sadan Usaha Milil< Daerah memberikan 
manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah 
pada umumnya dan penyediaan barang dan/ atau jasa 
yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup 
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi 
Daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik: 

b. bahwa pendirian dan pengelolaan Sadan Usaha Milik 
Daerah yang baik mendukung upaya pengembangan 
perekonom.ian dan kemanfaatan umum dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara; 

c. bahwa agar Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh 
manfaat Sadan Usaha Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pedoman 
pendirian dan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai 
penjabaran dari Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas ' 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan 
Usaha Milik Daerah. 

Menimbang 

BUPATI MUSI RAW AS UTARA, 

PERATURAN DAERAH KASUPATEN MUSI RAWAS UTARA 
NO MOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 

SADAN USAHA MILIK DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
PROVJNSI SUMATERA SELATAJI 



SABI 
KETENTUAK UIIUII 

Pua) 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wa.kil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 
3. Kabupaten adalah Kabupatcn Musi Rawas Utara. 
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara. 
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara, yang merupakan Kepala 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pcmerintahan daerah Kabupaten 
Musi Rawas Utara yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MIUK 
DAERAH. 

Menetapkan : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 
dan 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA 
MEMtrrUSKAN 

Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 
Lemba.ran Negara RepubWc Indonesia Nomor 4724J: 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (Lernbaran Negara Repubu.k 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
Sebagaimana teJah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679). 



6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pcmerintahan dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

7. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas Utara. 

8. Peraturan Daerah yang sclanjutnya disingkat Peraruran Daerah adalah 
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. 

9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Musi Rawas Utara. 
10. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara. 
11. Badan Usaha Mililc Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
negara mclalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan. 

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah. 

13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah 
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD atau 
perseroan terbatas lainnya. 

14. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah 
BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi 
atas saham. 

15. Perusahaan Perscroan Daerah yang selanjutnya disebut Persero Daerah 
adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi 
dalam saham yang seluruhnya a tau paling sedikit 51 o/o (lima puluh satu 
persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah. 

16. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah 
badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan 
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar 
yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya. 

17. Perusahaan Perseroan Daerah Terbuka adalah Persero Daerah yang 
modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau 
Persero Daerah yang melakukan penawaran umum sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

18. Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal adalah Bupati 
Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertindak selaku wakil Daerah 
sebagai pemilik modal pada Perumda dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan. 

19. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan 
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik 
di dalam maupun di luar pcngadilan. 

20. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab 
melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi 
dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perurnda. 



21. Rapat Umum Pemegang Saham yang sclanjutnya disingkat RUPS adalah 
organ Perscro Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero 
Daerah dan mernegang eegala wcwenang yang tidak diserahkan kepada 
Direksi atau Komisaris. 

22. Komisaris adalah organ Persero Daerah yang bertugas me laJcukan 
pcngawasan dan memberikan naschat kepada Direksi dalam 
menjalankan kcgiatan pcngurusan Persero Daerah. 

23. Pcmegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan 
sahamnya dalam Persero Daerah. 

24. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMD. 
25. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau badan usaha dan/atau 

perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara 
lain Pemcrintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN, BUMD Milik 
Daerah Lain, usaha koperasi, usaha swasta nasional, dan/ a tau usaha 
swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. 

26. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pcnyehatan 
BUMD yang merupakan sa1ah satu langkah strategis untuk mernperbaiki 
kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan 
meningkatkan nilai pcrusahaan. 

27. Privatisasi adalah penjualan saham Persero Daerah, baik sebagian 
maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan nilai pcrusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan 
masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. 

28. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu 
BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang 
telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang 
menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang 
mencrima panggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD 
Daerah yang menggabungkan diri berakhir ka.rena hukum. 

29. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD 
atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD 
baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD 
yang mcleburkan diri dan status badan hukum yang meleburkan diri 
berakhir karena hukum. 

30. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan 
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD 
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut. 

31. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMD untuk 
memisahkan usaha yang menga.kibatkan seluruh aktiva dan pasiva 
BUMD beralih karena hukwn kepada 2 (dua) BUMD atau lebih atau 
scbagian Aktiva dan Pasiva BUMD baralih karena hukum kepada I (satu) 
BUMD atau lebih. 

32. Pelayan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan bagj setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/ a tau pelayanan adrninistratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 



BABIV 
IIAKSUD DAii TUJUAJI 

Pua14 

Maksud pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan Pelayanan Publik, 
mcmpercepa.t proses pembangunan perek.onomian Daerah dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten. 

BABW 
TEIIPAT KEDUDUKAJI DAR KAJIITOR PUSAT 

Paaa13 

(1) BUMD sebagaimana dimaksud da)am Pasal 2 adalah badan usaha 
berbentuk badan hukum yang berdiri seridiri dan bertempat kedudukan 
cti Kabupatcn. 

(2) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di 
Kabupaten. 

(3) Di.kecualikan dari kctentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
BUMD dapat berkantor pusat di Juar Kabupaten apabila: 
a. dalam proses perpindahan kantor pusat da.ri Kabupaten ke luar 

Kabupaten akibat penggabungan, peleburan, pengambilalihan 
perusahaan; 

b. berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang lebih 
tinggi; 

c. untuk kelangsungan usaha tidak dimungkinkan berkantor pusat di 
Kabupaten atas persetujuan Bupati selaku wakil Daerah sebagai 
pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda atau 
persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah. 

(4) Dalarn rangka pengembangan usaha BUMD dapat mendirikan anak 
perusahaan dan/atau cabang/perwakilan di daerah lain dalam wilayah 
Republik Indonesia maupun luar negeri yang disetujui oleh Bupati 
sela.ku wak:il Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk 
hukum Perumda atau persetujuan RUPS untuk BUMD berbentuk 
hukum Persero Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan. 

BABU 
PEllDIRlAK 

Paa&l 2 

(I) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda, 
(:2) BUMU sebagaimana dimaksud pada ayat (l) t.en1iri at.as Penunda dan 

Perusahaan Pcrscroan Daerah. 
(3) Pcndirian BUM D sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) didasarkan pada: 

a. kebutuhan Daerah; 
b. kclayakan bidang usaha BUMD yang akan didirikan, 



BABVI 
MITRA KERJA 

Pua1 '1 

Dalam melakukan usahanya BUMD dapat bckerja sama dengan mitra k · . . Ct)Q 
seperti Pemenntah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN, BUMD milik 

BABY 
JEKIS USAHA DAK/ATAU BIDAKG USAHA 

Pual6 

.Jenis usaha dan/atau bidang usaha yang dijalankan oleh BUMD antara lain 
adalah: 
a. air minum; 
b. pasar; 
c. agrobisnis; 
d. konstruksi; 
e. properti; 
f. perdagangan dan jasa; 
g. telekomunikasi; 
h. perhubungan transportasi darat; 
1. perhubungan transportasi sungai; 
J· perhubungan transportasi udara; 
k. energi dan sumber daya mineral serta migas; 
1. perikanan; 
m. pariwisata; 
n. perhotelan 
o. perbankan; 
p. investasi; 
q. asuransi. 
r. kesehatan; 
s. pendidikan. 

PualS 

(1) Tujuan pendirian BlJMD adaJah: 
a. memberikan manfaat bagi perkembangan pcrekonomian Daerah; 
b. rnenyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang 

dan/ atau jasa yang berrnutu bagi pemenuhan hajat hidup 
masyarakat seauai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah 
berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola BUMD yang baik; dan 

c. mernperoleh laba dan/ a tau kcuntungan, yang diharapkan dapat 
rnemberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli 
Daerah sebagai sumber pembiaya.a.n pembangunan Daerah; 

(2) Selain tujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pendirian BUMD 
bertujuan untuk melindungi industri, pcrdagangan ekonomi kerakyatan, 
dan ckonomi kreatif di Kabupaten. 



Pual 11 
(1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMO adalah 

saham atas nama yang dimiliki oleh Pemcrintah Kabupaten serta publi.k 
lainnya, 

Pual 10 
Perolehan modal BUMD yang berasal dari sumber modal BUMD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf b, huruf c, dan huruf d 
dengan pcrsetujuan DPRD. 

Pual9 

(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud clalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a ditetapkan dengan Perda. 

(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pendirian BUMD clan 
penambahan modal BUMD. 

(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik 
Daerah. 

(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai 
dengan nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan 
pcnyertaan modal. 

(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dcngan 
mela.kukan penafsiran harga barang milik Daerah scsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VU 
IIODAL DAJI 8AHAII 

Pua18 
(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas: 

a. penyertaan modal Daerah; 
b. pmjaman; 
c. hibah; 
d. sumber modal lainnya. 

(2) Sumber modal lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d 
adalah: 
a. kapitalieasi cadangan; 
b. keuntungan revaluasi aset; 
c. agio saham. 

(3) Modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan. 

daerah lain, badan usaha koperasi, badan usaha mihk swasta naasona], 
badan usaha m.ilik swasta asing, yayasan dan/atau perorangan yang udak 
bcrtentangan dengan prinsip perekonomian naeional yang diatur da\am 
Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945 dan tunduk 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 



Bapn Keempat 
Orp.n 

Paaal 15 
(1) Organ Pcrumda terdiri atas Bupati sclaku wakil Daerah sebagai pernilik 

modal, Direksi, dan Dewan Pengawas. 
(2) Bupati eelaku wakil Daerah sebagai pemi\ik modal ~bagaima.na 

dima.ksud pada ayat ( 1) adalah Bupati. 
(3) Direksi scbagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) bcrtanggung jawab atas 

pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Pcrumda baik di 
dalam maupun di luar pcngadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

Bapan Ketlp. 
Angaran Daaar 

Paaa.114 
(1) Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dalam Perda tentang pcndiriannya. 
(2) Perubahan Anggaran Dasar Perumda ditetapkan dengan Perda. 
(3) Pcrubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rnulai 

berlaku sejak tanggal diundangkannya Perda tentang perubahan 
Anggaran Dasar Perumda. 

Bapaa Kedua 
Pembentulran Anak Perueahaan 

Pual 13 
(1) Perumda dapat membentu.k anak perusahaan dan/atau memihki saham 

pada pcrusahaan lain. 
(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 

didasarkan atas analisa kelayakan invcstasi oleh analis invcstasi yang 
profcsional dan indcpcnden. 

(3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dirnakaud pada ayat ( 1) 
dilakukan sesuai dcngan peraturan pcrundang-undangan. 

BAB VIII 
PERUBAHAAII UMUII DAERAH 

Ba&l&n Keaatu 
PendlrlaD daD Btatua Bad&.n Hukum 

Pual 12 
(1) Pcrumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kobupat<'n 

dan tidak terbagi atas saham yang pendiriannya ditetepkon cknji!Hll 
Perda. 

(2) Perumda yang didirilcan sebagaimana dimaksud pada aynt ( 1) 
mernperoleh status badan hukum sejak diundangkannyn Perda tentnng 
pcndiriannya. 

(2) Setiap Pernegang Saham menurut hukum haru tunduk k<"1-.:1d4 
Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diarnbil M'C'ArA f'flh ll..-1.iJtn 
RUPS eerta ~roasarkan peraturan perundan.g pcrun\._1a,,~t,n. 



Paul 18 
Bu~ti !IC'"lilkll wnkil 011t-rah tK'bn,tr11 J)("tnihk mt~ial tic1-'k ~rtAn~u~ j Wl\b 
ata!I M'Rftla akibfu pt"rbuat&n hukum ynng d1bui1t Ol('h l~ntmda d&.n t,dak 
~nanm.mR J.twab at.a~ kf"n1aietn t"'rumc1a mt"l("bihi nil•i t<t-kl\vn11an l>At"rah 
Y•ntt te-'-h d•pisahkan kei dalam ~n>mdA., k~u.ali "P"hiw Oup,iti ~l.aku 

( l) ~<"b')•k~n p('l\g('mb.l,~,n uMhll ~nu\\,11i1 y,,~ d,U .. \\\k\ln o\t-h D,rt'k .. i 
harus ffl('fldl\pett pt"'~lltJU-'n Bllpclti M'ht\l,tm wnkil l>t1t"mh M""hH,<11i 
p("m1hk m,~1.t.l. 

fl) Kt"b\Jttlran J.l("~mbttn,t,tn uAAha M"h,.\t,tHimllncl d1mAksud poda a.vat ( l] 
di\lS\llkNn oleh 01r«"ksi k("pUdll Bup,"i s~l,,ku w14k1l Daernh 8<'bu~oi 
~m,hk modal M'\f'll.\h n"'"""•'P•'\ pt"f~t\\)\\~" rl~1·, \1t"w,,n P\!'l\~1\Wl-'t~. 

(J) ~t-htJakan st"~imana dimt:1k8ud pctda I\.Vllt ( 1) d,t<'t8pk91l ~suaj 
dt'n~n m&lk~ud d.in tllJU "I¥n1mdt1. 

Bqiall K•Uma 
x ... nanpn Bupetl 

Nlah Wakil 0.•rala Nbaeal r.mlllk llodal 
...... 17 

( I] An~"'t" l)uy":\i ,1,u, lX"'wiu, t't-nt,t,"'''"' hditk bc:'r'Wt"11nnt,t ll\C'WHk1li 
f\4 n l(\"\\'1,\. ~ J"' h\ '": 

a, tt·f)-di J'('rk,.u d, ct('p,,n pc:·n,t..-,1,l,.-n ~nt~rA 1\-t wt'lda tfan m,~olll 
{)\f'("'kl\i ~\t.~\, lkw.-.n \~,~,,'I>-·"• v,u~ \'(",~\\ttk.u\""· 11tQ\\ 

b, at~"\.,ta l>uTk9.i atAu ll<-wiUl t\"n,tnw,111 yA1\,t tw-nuu,,tkutan 
m<"m}:'Ut\\'ni k'('rc"'ntinJ,tnn ,u~ llC't1C'nta1~~1, dC'tlJl•'" kcv<"ntin~~n 
~n,mct.t. 

f2) Datam A['AArtn\n n,..~,r d1t("tc\pk,m yt,ntt llc;"rhak n,~w11k1ti Pcrumda 
t\l'c\N'4l t~\'\1il\~\\ \t('-l,,1~1-\\\ M"\'-'\lt''""'""" '"""'""'k~\\d pn\1Q U.V&l ( \ ). 

(,\) Daldm hAJ An~'l_,m.n l>.i'«U h'1'-'k mc-nC"l.-pkt\n ketenruan 8C'l'\a~l:lunon.- 
dm'\clksud t~ctA i\\~c\t (l), t-l\lf"l(i !l<'li\k\l Wilk.ii l>flt"t'\\h "<'bc~oi J')('tn11ik 
moo~ m<"n~'l'\~k,u l (~lhO (,r,u'\)t c\t4'U lthih dc-n~,rn jutnldh ~•U\JiJ untuk 
mt"wnk,h 1Tn1m"1.:1. 

,\~~:\1 r,~, \\l\h\A 

l-4\ l><-w~n ''°''NrtW'411 ""'""~""''""" ,111-\,Ak '"' pndR "-""' ( I) ltt'tlll,&•l-" 
\\\t"\"k\\""" \~\~R~ ~~{\ ,\(.\\\ \\\\\\\\\ ~, \\\sU\ ''""l'ht\\ "(' l\A' \~ \)h dt•~ , '"'~"' 
u\t"t\t~lcln\..c\1\ '-.~~';:l'"'' ,_.,~"' '"""' l\·t, ""' IA, 

\,,) l~lcun mda'-.~nct'-.rtn "~"''"'' .- • .-"~,,,. I >lt'C"""' d,u, tkw~n ltr11w1wu" 
hclr\\ll U'\\'"{\\dt\lh, At\.~clf~\\ ""'"" '"""'''"'" tle&fl JlC"'l',-hH At'\ llf"f\11\tli:ltt,C 
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Pual ~1 

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan 
yang mampu metaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 
dinyatakan pailit atau rnenjadi anggota Direksi atau Komisaris atau 
Dewan Perigawaa yang dinyatakan ber-salah menyebabkan suatu BUMN, 
BUMD. atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang 
tidak pernah dihulrum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/ a tau daerah. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) anggota Direksi 
diangkat berdaserkan pcrtimbe.ngan keahhan, integritas, kepernimpinan, 
pengalarnan, jujur, perilaku yang baik, dedikasi yang tinggi untuk 
memajukan dan mengcmbangkan Pcrurnda. 

(3) Pcngangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji 
kelayakan dan keparutan, 

(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Pcrumda yang terdiri atas: 
a. unsur Pernerintah Kabupaten; 
b. unsur DPRD; dan 
c. unsur perguruan tinggi. 

(5) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan 
kepatutan wajib menandatangani kontrak manajernen dan pakta 
integritas sebelum pe-ngangkatannya sebagai anggota Direksi. 

(6) Sebelurn anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang 

Baci,aD Keea.am 
Direbl 

Paaal~ 
Pengangkatan dan pernberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati selaku 
wakil Daerah sebagai pernilik Modal sesuai dengan mekanisme dan 
peraturan penrndang-undangan. 

Pual 19 
Ketenruan mengenai tata cara pemmdahtanganan, pemb(-ba.nan atas a.ktiva 
Perurnda, serta penerimaan jangka menengab /panjang dan pemt)('rian 
pinjaman dalam benruk dan cara apa pun, serta tida.k menagih lagi dan 
menghapuskan dari pembukuan piutang dan per-sediaari barang ole h 
Perumda diatur dengan Kepurusan Bupati selaku wa.kil Daerah sebagai 
pernilik modal Perumda. 

wakil Daerah sebagai pemilik modal: 
a. baJ.k langsung maupun tidak langsung derigan itikad buru.k 

mernanfaatkan ~rumda scmata-mata untu.k ~~ntingan pnoodi~ 
b. terhbat dalarn perbuatan melawan hukum yang cWakukan oleh ~rumda; 

a tau 
c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan 

kekayaan Perumda, 



Pual~S 
Dalam mclaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran 
clan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan 
.Pcrumda. 

Pua124 

Ketentuan lebih la.njut mengenai persyaratan clan tata cara pengangkatan 
dan pernberhentian anggota Direksi diatur dengan Pcraturan Bupati selaku 
wa.kil Daerah sebagai pemili.k modal Perumda, 

Pual~ 
(1) Anggota Oireksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa 

jabatannya, 
(2) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa 

jabatan belum bcrakhir berdasarkan keputusan Bupa.ti selaku wakil 
Daerah schagai pemilik modal dengan menyebutkan alasannya. 

(3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), karena: 
a. pennin taan sendiri; 
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. 

c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik 
sehingga kondisi Perumda menurun atau merugi dan melalaikan 
tugasnya sebagai anggota Direkei; 

d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 30 (tiga 
puluh) hari tanpa disertai keterangan. 

Pual 22 
(1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kernbali untuk l (satu) kali masa jabatan. 
(2) Anggota Direk~ yang diangkat kembali ~ba.gaimana dimaksud pe.da 

ayat (1) setelah memperhatikan pcrtimbangan prestasi baik yang 
dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perurnda, dengan tidak 
mengurangi ha.k Bupati selaku wakil Oaerah sebagai pcmilik modal 
untuk memberhenti.kan sewaktu-waktu. 

(3) Selain pertimba.ngan seba.gaimana dimaksud pa.da ayat (2), 
pengangkatan kcmbali anggota Direksi terlebih dahulu mendapat 
pcrtimbangan dari Dewan Pcngawas Pcrumda. 

(4) Da1am hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang 
anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Uta.ma. 

bersangkutan terlebih dahulu dllakukan pelantikan dan pcngambilan 
sumpah oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pua) 30 

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, 

dan/ atau jabatan lain yang dapa.t menimbulkan benturan kepentingan; 
b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga 

Pemerintah Pusat, Pernerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya; 
c. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPR0J; 

dan/atau 
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketenruan dalarn Anggaran Dasar 

Pen.unda dan pcraturan pcrundang-undangan. 

Pua! 29 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan 
anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perumda 
diatur dengan Keputusan Bupati seJaku wakil Daerah sebagai pemilik 
modal. 

Pua128 

(1) Dalarn waktu sclambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku 
ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati 
selaku wakil Daerah scbagai pemilik modal untuk memperoleh 
pengesahan. 

(2) Laporan tahunan scbagaimana di ma ksud pada ayat ( 1) ditandatangani 
oleh scmua anggota Direksi dan Dewan Pengawas. 

(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak 
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus disebu tJc.an alasannya secara terrulis. 

Pa.-127 
( 1) Direkai waj i b menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran 

perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangk.a 
panjang. 

(2) Direkai wajib menyampaikan rancangan rencana k.etja dan anggaran 
perusahaan kepada Bu pa.ti selaku wakil Daerah se bagai pemilik modal 
untuk memperoleh pengesahan. 

Pua126 
(1) Direk 1 W9J>b menyiapkan rancangan rencana jang.k.a panjang yang 

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perumda 
ya_nst hendak dicapai dalam JB.11gka waktu 5 (hma) tahun. 

(2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandat.angani bersama 
denzan Dewan Penzawas disarnpaikan kepada Bupati selaku wakil 
Oa~ah sebagai perrulik modal untuk mendapat pengeeahart. 



Pual34 
( 1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang 

perscorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 
pemah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau 
Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, 
BUMD, atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang 
tida.k pemah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/ atau daerah. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan 
Pengawas diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, 
memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang bcrkaitan 
dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang 
memadai di bidang usaha Perumda tersebut, dapat menyediakan waktu 
yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

(3) Komposisi Dewan Pengawas harus ditetapkan sedernikian rupa sehingga 
mcmungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan eecara cf~ktif, 

Raglan Kehtjuh 
DewanPeagawu 

Pual33 
Pengangkatan dan pcmberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh 
Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan 
meka.nisme dan peraturan peru.ndang-undangan. 

PuaJ 32 
( 1) Direksi hanya dapat mengajukan pcrmohonan kc pengadilan niaga agar 

Perumda dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati sclaku wakil 
Daerah sebagai pcmililc modal. 

(2) Pengajuan permohonan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan scsuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai kepailitan dan pcnundaan kewajiban pembayaran utang. 

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direkei dan 
kekayaan Perumda tidak culcup untuk menutup kerugian akibat 
kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng 
bertanggung jawab atas kerugian terse but. 

(4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan 
karena kesa.lahan atau kelalaliannya tidak bertanggung jawab secara 
tanggung renteng atas kerugian tersebut. 

(5) DaJam hal tindakan Direksi menimbulkan kerugian bagi Perumda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati selalcu wakil Daerah 
sebagai pcmilik modal mewakili Perumda untuk melakukan tuntutan 
atau gugatan terhadap Direksi melalui pcngadilan negeri. 

Pual 31 
Direksi wsjrb rnernehhara risalah rapat dan mc-nyelenggarakan pembukuan 
Perumda. 



Pua136 
(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena meninggal dunia atau 

berakhir masa jabatannya. 
(2) Anggota Dewan Pengawas scwaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun 

masa jabatan bclum berakhir berdasarkan Keputusan Bupati se\aku 
wakil Daerah sebagai pemilik modal dengan menyebutkan alasannya. 

(3) Alasan pcmberhentian anggota Dewan Pcngawas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. dinyatakan bcrsalah berdaeerkan putusan pengadi\an yang te\ah 

memperoleh kckuatan hukum tetap kattna melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 

c. terbukti yang bersangkutan tidak mcnunjukkan kinerja yang baik 
sehingga kondisi Perumda menurun atau rnerugi dan rnelalaikan 

Paul 35 
( 1) Masa jabatan anggota Dewan Pcngawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan 

dapat diangkat kernbali untuk 1 [saru) kali masa jabatan. 
(2) Anggota Dewan Pengawas yang diangkat kernbali sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) setelah mernperhatikan pertimbangan prestasi baik yang 
dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Perumda, dcngan tidak 
mengurangi hak Bupati sclaku wakil Daerah scbagai pernilik modal 
untu.k mernberhentikan eewaktu-waktu. 

(3) Selain pertirnbangan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), 
pengangkatan kernbali anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu 
mendapat pertimbangan dari anggota Dircksi terhadap Pcrumda. 

(4) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah 
seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan 
Pengawas, 

l<"\ltit dAn eepnt , M'lt9 dApnl hC"1tindok ii-rl·on, inr-1<"1.x:n(kn 
(-4) '"°nttnt\fl.kllUU1 n.utol lkwon l't'n~uwn" rt,lokukun rnclalul rracdwni me 

U,\\ k.c-hwnk"'' d"n \u•pnt\\l~\\. 
(~) lJJ1 kd, vnknn rl,tn kqllltutnn 8rh11,<nimnna dimnkaud pode ay,,t (4) 

d,lak.uknn oleh Tim SC'kksi Dcwun P,·nRuwu.- Perurnda you~ terdrr] ,,tas: 
a. unsur Pemerrnt h Kabuputen; 
b. unsur Dl'~D; dan 
C. Ul'\$ur p('l"jl.'-\f\hU\ lll\tl,R\. 

(6) Calon ru,AAota Dewan Pcnt(nwos yung telah drnyutakun lulua uji 
keluyukun dan kepetutan W(\Jab menandstanguni kontrak manejemen 
dan pt_\kta integritaa sebelum pengnngkatannya sebagui an~ota Dewan 
Pengawus. 

(7) &-~\um anAAQta Dewan ~ngl-'wl\a me\akMnakan \.UKO&nya, terhada.p 
yang bersangkutan terlebih dahutu dilakukan pelantikan dan 
pengarnbilan sumpah oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pernihk 
modal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• l 4 • 



Pua140 

(1) Laba Perumda ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai 
pemilik modal scsuai dcngan ketentuan Anggaran Dasa.r dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Laba Perumda yang menjadi hak Daerah disetor kc kas Daerah setelah 
disahkan oleh Bupati sclaku wakil Daerah scbagai pemilik modal. 

(3) Laba Perurnda dapat digunakan untuk keperluan investasi kembali 
(reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan 
prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik scrta untuk 
peningkatan kuantitas, kualitaa dan kontinuitas pe\ayanan umum, 
pelayanan dasar dan usaha perintisan setelah mendapat persetujuan 
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda diatur dalam 
Keputusan Bupati sclaku wa.kil Dacrah sebagai pemilik Modal Perumda, 

Bapn Kedelapan 
Pengunaan Laba 

Pua139 
Anggota Dewan Pcngawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha rrulik swasta, dan 

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 
b. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRO; dan/atau 
c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pcrumda dan 

peraturan perundang-undangan. 

Pua138 
( 1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pernberian wewenang kepada 

Dewan Pengawas untuk mcmberikan persetujuan kepada Direksi dalam 
melakukan perbuatan hukum tcrtcntu. 

(2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Bupati selaku wakil 
Daerah sebagai pemilik modal, Dewan Pcngawas dapat melakukan 
tindakan pengurusan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu 
tertentu, 

Pual 37 
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan 
dan pernberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati selaku 
waki\ Daerah ee\:>Qgai pcmihk modal. 

tugasnya sebllgoi anAAota Dewan Pengawas; 
d. tidak melaksanakan tugosnya secara terue-rnenerus selama 30 [uga 

puluh) h-iri tllnpll dieerta, keterangan. 
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Rapa Kedua 
PembentuJraa A.aak PeruAbaan 

Pual44 
(1) Persero Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki 

saham pada perusahaan lain. 

BABIX 
PERUSAHAAlf PERSEROAlt DAERAH 

Bacfan KeAtu 
Pendlrlan clan Statua Sadan Hukum 

Paaa143 

(1) Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang 
modalnya terbagi dalam saham yang seJuruhnya a tau paling sedikit 51 % 
(lirna puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten. 

(2) Persero Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1), pembentukan badan hukumnya dila.kukan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
Perseroan Terbatas. 

(3) Dalam hal pemegang saham Persero Daerah terdiri atas beberapa 
kabupaten dan bukan Kabupaten, Kabupaten merupakan pemegang 
saharn mayoritas. 

Baglaa KeaepuJuJa 
Pembubaran 

Pua! 42 
( 1) Perumda dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(2) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. 
(3) Kekayaan Perumda yang telah dibubarkan dan menjadi hak Kabupaten 

dilcembalikan kepada Kabupaten. 

Bagian Keaembilan 
Re•trulrturlsaal Perusabaan 

Pall&l 41 

(1) Perumda dapat meJakukan restrukturisasi untuk menyehatkan 
perusahan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabeJ, transparan, 
dan prof esional. 

(2) Restrukturisasi Perumda sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melakukan tindakan-tindakan dalam rangka restrukturisasi 
Perumda sebagai.mana dimaksud pada ayat (1), kepentingan Pen.unda, 
pihak ketiga, dan karyawan Perumda harus tetap mendapat perhatian. 

(4) Restrukturisasi Perumda sebagaimana dimaksud dalarn ayat (I) 
dilakukan dengan persetujuan dari DPRD. 

- 16 - 



( 1) Anggota Direksi dan Komisaris tidak berwenang mewakili Persero 
Daerah, apabila: 
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Persero Daerah dan 

anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan; atau 
b. anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan mempunyai 

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Persero Daerah. 
(2) Dalarn Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili Persero Daerah 

apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam hal Anggaran Daear tidak menetapkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih 
dengan jumlah ganjil pemegang saham untuk mewakili Persero Daerah. 

Pua146 

Paaal 45 
( 1) Organ Persero Daerah terdiri atas RUPS, Direksi, dan Komisaris. 
(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Persero 

Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero Daerah dan 
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direkai atau 
Komisaris. 

(3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan organ Persero 
Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Persero Daerah untuk 
kepentingan dan tujuan Persero Daerah, serta mewakili Persero Daerah 
baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar. 

(4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ 
Persero Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero 
Daerah. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi dan Komisaris harus 
mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan 
serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, 
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta 
kewajaran. 

(6) Para anggota Direksi dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan 
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan 
Persero Daerah selain penghasilan yang sah. 

Bagian Ketiga 
Organ 

(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), 
didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang 
profesional dan independen. 

- 17 - 



Pual49 

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan 
yang marnpu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pemah 
dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan 
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, 
atau badan usaha milik swasta dinyatakan pailit atau orang yang tidak 
pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/atau daerah. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi 
diangkat berdasarkan pertirnbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, 
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dcdikasi yang tinggi untuk 
memajukan dan mengembangkan Persero Daerah. 

(3) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji 
kelayakan dan kepatutan. 

(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh Tim Seleksi Direksi Persero Daerah yang terdiri atas: 
a. unsur Pemerinta.h Kabupaten; 

Raglan Kellma 
Dire bi 

Paaa148 

( 1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. 
(2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati. 

Bapan Keempat 
Kewen.anpn RUPS 

Pual47 
(1) Bupati bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero Daerah 

dirn.iliki oleh Kabupaten dan bertindak selaku Pemegang Saharn pada 
Persero Daerah dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh 
sahamnya dimiliki oleh Kabupaten. 

(2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hale substitusi kepada 
perorangan atau badan hulcum untuk mewakilinya dalam RUPS. 

(3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
tcrlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil 
keputusan dalam RUPS mengenai: 
a. perubahanjumlah modal; 
b. perubahan Anggaran Dasar; 
c. rencana penggunaan laba; 
d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta 

pembubaran Persero Daerah; 
e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; 
f. kerja sarna Persero Daerah; 
g. pembentukan anak perusahaan; 
h. pengalihan aktiva. 

- 18 - 



Pua! 52 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan 
dan pemberhentian anggota Direksi diatur berdasarkan Keputusan RUPS. 

Paul 51 
( 1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa 

jabatannya. 
(2) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa 

jabatan belum berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan 
menyebutkan alasannya. 

(3) Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), karena: 
a. pennin taan sendiri; 
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 

c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik 
sehingga kondisi Persero Daerah menurun atau merugi dan 
melalaikan tugasnya sebagai anggota Direksi; 

d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-rnenerus selama 30 (tiga 
puluh) hari tanpa disertai keterangan. 

PaAI 50 

( 1) Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lirna) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(2) Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (I) setelah memperhatikan pertirnbangan prestasi baik yang 
dibuktikan dengan kinerja dan produktivitas Persero Daerah, dengan 
tidak mengurangi hale RUPS untuk mernberhentikan sewaktu-waktu. 

(3) Selain pertirnbangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), 
pengangkatan kembali anggota Direksi terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari Komisaris. 

(4) Dalam hal Direksi tercliri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang 
anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama. 

b. unsur DPRD; dan 
c. urrsur perguruan tinggi. 

(5) Calon anggota Direksi yang te\ah dinyatakan \ulus uji kelayakan dan 
kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta 
integritas sebelum pengangkatannya sebagai anggota Direksi. 

(6) Sebelum anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang 
bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan 
sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pemegang saham 
mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Pual 58 
Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan 

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 
b. jabatan struktural dan fungsionaJ lainnya pada instansi/lembaga 

pemerintah pusat dan daerah; 
c. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau 
d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero 

Daerah dan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana kerja dan 
anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero 
Daerah diatur dengan Keputusan RUPS. 

Pual57 

Pua! 56 

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku 
Persero Daerah ditutup, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan 
kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. 

(2) Laporan tahunan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) ditandatangani 
oleh semua anggota Direksi dan Komisaris. 

(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani 
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

Paaal SS 

(1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran 
perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka 
panjang. 

(2) Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran 
perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. 

PauJ 54 
( 1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang 

merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero 
Daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama 
dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan 
pengesahan. 

Paaal 53 
Dengan memperhatikan sifat khusus masing-rnasing Persero Daerah, 
Direksi dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan. 

- ..lV - 



Paaal 61 

( 1) Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adaJah orang perseorangan yang 
mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan 
pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, BUMD, atau 
badan usa.ha milik swasta ctinyatakan pailit atau orang yang tidak 
pernah dihukurn karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara dan/atau daerah. 

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komisaris 
diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memaharni 
masalah-rnasalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan saJah 
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang 
usaha Persero Daerah, serta dapat menyediakan waktu yang cukup 
untuk melaksanakan tugasnya. 

(3) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan pengarnbilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, 
tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. 

(4) Pengangkatan Komisaris dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan 
dan kepatutan. 

(5) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Tim Seleksi Komisaris Persero Daerah yang terdiri atas: 
a. unsur Pemerintah Kabupaten; 
b. unsur DPRD; dan 
c. unsur perguruan tinggi. 

(6) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan 
kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta 
integritas sebelum pengangkatannya sebagai Komisaris. 

(7) Sebelum Komisaris melaksanakan tugasnya, terhadap yang 
bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan 
sumpah oleh Bupati yang bertindak selaku RUPS atau pcmegang saham 
mayoritas dalam RUPS menurut ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Bagian Keenam 
Komlaaria 
Pasal 60 

(I) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS. 
(2) DaJarn haJ Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan 

pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 59 
Direksi wajib memelihara risaJah rapat dan menyelenggarakan pembukuan 
Persero Dae rah. 
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Paul 65 
( 1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada 

Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam 
melaksanakan perbuatan hukum tertentu. 

(2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat 
melakukan tindakan pengurusan Persero Daerah dalam keadaan 
tertentu untuk jangka waktu tertentu. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan cara pengangkatan dan 
pemberhentian Komisaris diatur dengan Keputusan RUPS. 

Paul 64 

Paaa163 
(1) Komisaris berhenti karena meninggal dunia atau berakhir masa 

jabatannya. 
(2) Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan meskipun masa jabatan 

belurn berakhir berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan 
alasannya. 

(3) Alasan pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukurn tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 

c. terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik 
sehingga kondisi Persero Daerah menurun atau merugi dan 
melalaikan tugasnya sebagai Komisaris; 

d. tidak melaksanakan tugasnya secara terus-rnenerus selama 30 (tiga 
puluh) hari tanpa disertai keterangan. 

Paul 62 
( 1) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 [lirna] tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. 
(2) Komisaris yang diangkat kernbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setelah memperhatikan pertimbangan prestasi bailc yang dibuktikan 
dengan kinerja dan produktivitas Persero Daerah, dengan tidak 
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pengangkatan kembali Komisaris terlebih dahulu mendapat 
pertirnbangan dari anggota Direksi Persero Daerah. 

(4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah 
seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utarna. 

(5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan 
pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama 
kalinya pada waktu pendirian. 



Restrukturisasi meliputi: 
a. restru.kturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 

kebijakan sektor dan/ atau peraturan perundang-undangan; 
b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi: 

1) peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor 
yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli 
alarniah; 

2) penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sclaku regulator dan BUMD 
sc~~ai badan usaha, tennasuk di dalamnya penerapan prinsip- 
prmsrp tata kelola BUMD yang baik dan menetapkan arah dalam 
rangka pelaksanaan kewajiban Pelayanan Publik; 

3) res~turisasi internal yang mcncakup keuangan, organisasi/ 
manajemen, operasional, sietem dan prosedur. 

Pua169 

Bagian Ketltjuh 
Reatrukturlaaai 

Pua168 

( 1) Persero Daerah dapat melakukan restrukturisasi, dengan maksud untuk 
menyehatkan perusahaan secara efisien, transpa.ran, dan profesional. 

(2) Tujuan restrukturisasi scbagaimana dima.ksud pada ayat ( 1) adalah 
untuk: 
a. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara; 
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif 

kepada konsumen; dan 
d. memudahkan pelaksanaan privatisasi. 

(3) Pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. 

Pua167 
Bagi Persero Daerah Terbuka berlaku ketentuan Perda ini dan_ pera~ 
perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur 
lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 

Pua166 
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 
a. anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha ~ik swasta, dan 

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; 
b. jabatan pengurus partai politik, dan anggota DPR/DPD/DPRD; dan/atau 
c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Persero 

Daerah dan peraturan perundang-undangan. 



Pual 73 
Persero Daerah yang tidak dapat diprivatisasi adalah: 
a. Persero Daerah yang bidang usahanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN dan/ atau BUMD; 
b. Persero Dacrah yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan 

pertahanan dan kearnanan negara; 
c. Persero Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah 

Kabupaten diberikan tugas khusus untuk melakukan kegiatan tertentu 
yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat; 

d. Persero Daerah yang bcrgcrak di bidang usaha sumber daya alam yang 
secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang 
untuk diprivatisasi. 

Pua) 7~ 

( 1) Persero Daerah yang dapat cliprivatisasi harus sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria: 
a. industri/ sektor usahanya kompetitif; a tau 
b. industri/ sektor usaha yang unsur teknoJoginya cepat berubah. 

(2) Sebagian aset atau kegiatan dari Persero Daerah yang melaksanakan 
kewajiban Pelayanan Publik dan/ atau yang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan kegiatan usahanya harus clilakukan oleh BUMN 
dan/ atau BUMD, dapat clipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam 
pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat 
diprivatisasi. 

Pua! 71 
Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 

Bagtan Kedelapan 
Privatlaaai 
Pual 70 

( l) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: 
a. mernperluas kepernilikan rnasyarakat atas Persero Daerah; 
b. rneningkatkan efisiensi dan produktivitas Persero Daerah; 
c. rnenciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan Persero 

Daerah yang baik/ kuat; 
d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; 
e. menciptakan Persero Daerah yang berdaya saing dan berorientasi 

global; 
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi rnakro, dan kapasitas pasar. 

(2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan 
nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat 
daJarn pemilikan saharn Persero Daerah, 



Bagjan Kesembilan 
Pembubaran 

Pual77 

( 1) Persero Daerah dapat clibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pembubaran Persero Daerah ditetapkan dengan Perda, 
(3} Kekayaan Persero Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak 

Kabupaten dikembalikan kepada Kabupaten. . 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran Persero Daerah diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

Pual 76 

( 1) Hasil Privatisasi Persero Daerah dengan penjualan saham milik Daerah 
disetor langsung ke kas Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran hasil privatisasi 
perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pual 75 
(1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang privatisasi 

perusahaan sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah 
Kabupaten membentuk suatu Komite Privatisasi Persero Daerah sebagai 
wadah koordinasi. 

(2) Komite Privatisasi Persero Daerah bertugas untuk: 
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan persyaratan 

pelaksanaan privatisasi; 
b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar 

proses prwatisaei; 
c. membahas dan memberikan jalan keluar atas pennasalahan strategis 

yang timbul dalam proses privatisasi, termasuk yang berhubungan 
dengan kebijakan sektoral Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 
dan/ atau Pemerintah Kabupaten. 

(3) Komite Privatisasi Persero Daerah dalam melaksanakan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang, meminta 
masukan dan/atau bantuan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten 
atau pihak lain yang dipandang perlu. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Privatisasi Persero Daerah 
cliatur dalam Peraturan Bupati. 

Paaa174 
Privatisasi dilakukan dengan cara: 
a. penjualan saharn berdasarkan ketentuan pasar modal; 
b. penjualan saharn langsung kepada investor; 
c. penjualan saham kepada manajemen dan/ at.au ka.ryawan yang 

bersangkutan. 



BABXI 
PEMERIKSAAN EKSTERNAL 

Pual8~ 
( 1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor 

ekstemal yang ditetapkan oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai 
pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda dan RUPS 

Bagian Kedua 
Komlte Audit clan Komlte Lain 

Paaa181 
(1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMD wajib membentuk komite audit 

yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dan 
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 

(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh 
seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Komisaris atau Dewan 
Pengawas. 

(3) Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris 
atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan 
oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal untuk BUMD 
berbentuk hukum Perumda dan RUPS untuk BUMD berbentuk hukum 
Persero Daerah. 

(4) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai komite audit dan komite lain diatur 
dengan Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal 
untuk Perumda atau Keputusan RUPS untuk Persero Daerah. 

Pua180 
Direksi wajib memperhatikan dan segera melakukan tindakan-tindakan 
yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap 
laporan basil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern. 

Pua179 
Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan 
keterangan hasil pemeriksaan atau basil pelaksanaan tugas satuan 
pengawas intern. 

BABX 
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAX KOMITE LAIN 

Bagian Ke .. tu 
Satwm Pengawaa Intern 

.Pual 78 

(1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan 
aparat pengawas intern perusahaan. 

(2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin 
oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama. 



BAB XIV 
TAlfGGUltG JAWAB DAii GAlfTI RUGI 

Paul 85 

(1) Semua karyawan perusahaan BUMD, termasuk Direksi yang diberi tugas 
penyimpanan uang, surat-surat berharga, barang-barang pcrsediaan, 
yang karena melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang 
dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah 
menimbulkan kerugian dari perusahaan diwajibkan mcngganti kerugian 
terse but. 

(2) Surat-surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang 
termasuk kategori tata buku dan administrasi BUMD disimpan di 
ternpat BUMD atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi kecuali jika 
untuk sernentara dipindahkan ke Dewan Pengawas atau Komisaris, 
dalarn hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. 

BAB XIII 
PEIIBllfAAJI DAii PEIIGAWASAlf 

Paaal 84 

(I) Bupati melimpahkan wewenang kepada Organisasi Perangkat Daerah 
terkait yang akan mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan umum terhadap BUMO. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengendalian. 

(3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas memberikan laporan secara rutin setiap semester mengenai 
pengelolaan BUMD tcnnasuk pelaksanaan rencana kerja anggaran 
perusahaan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk penilaian kinerja 
BUMD. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XJl 
KEWAJIBAJf PELAYAJfAlf PUBLIK 

Paaa183 

( 1) Pernerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan khusus dalam 
rangka Pelayanan Publik kepada BUMD untuk menyelenggarakan fungsi 
kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan 
BUMD. 

(2) Setiap penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati sela.ku wakil Daerah 
sebagai pemiliki modal untuk BUMD berbentuk hukum Perurnda dan 
RUPS untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah. 

untuk BUMD berbentuk hukum Persero Daerah. 
(2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan perneriksaan 

tcrhadap BUM O sesuai dengan pcraturan pcrundang-undangan. 



Pual90 
BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat membcrikan donasi untuk amal 
atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Anggota Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang 
untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung 
maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan 
atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai 
im balan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pual 89 

Paaa188 

(1) BUMD dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan 
pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta pembinaan 
masyarakat sekitar BUMD. 

(2) Ketentuan Jebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABXVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Paaa187 
( 1) Karyawan BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, 

pemberhentian, kedudukan, hale dan kewajibannya ditetapkan 
berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. 

(2) Karyawan BUMD dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Scrikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam 
perusahaan, serta meningkatkan disiplin kerja. 

BAB XV 
PENOOABUNGAl'f,PELEBURAN 

PENGAII.BlLALIHAIC, DAii PEKIBAHAM 
Paaal 86 

(1) BUMD dapat melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, 
atau Pemisahan. 

(2) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan BUMD 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ditctapkan dcngan Perda. 

(3) DaJam melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), kepentingan BUMD, pemegang saham/pemilik modal, pihak ketiga, 
dan karyawan BUMD harus tetap mendapat perhatian. 

- 28 - 



NPl<t"O Pl1'~~ 1'\ lt<AN DAl•'.~All I\ ti\ IPATt.;N MlJ~I ~a\WAH llTARA 
f'l<OVIN,'1 ~UMA.ll1.~A Sl\lJ\l',\N Nt)~U>k · ,\/M\Jt,:Al'ANAiJOl t . ' 

l it~Mtl>\~ N OAt-:~Atl t\Alllll'ATl~N MU~l ~AWA~ \ITA~A rAtl\lN 20 l 7 
Nl>M, •~ v-. 

l>Ut..1.AH MA.K('JI( 

l \ \m,t "'~k~n ,t, M\\llltt\ R,,\"\i\ 
•"'''-' tc.tu~c1, .l~.l ,ht1h, .... ,o,, -: 

llAH KABUPATU IIUSI llAWAS UTARA. 

BlTPATI MUSI RAWAB UTARA. ~fy 1 H. M. 8YARlF HlDAYAT 

Duetapkan ct, M\\~ra Rur'it 
pth1tt t~n~al 20 ,Jum JO l 7 

llAB XVlU 
KSTB.NTUAN PU\rr\JP 

Pual 94 
f\>n.w im rou\al t>t-rldku pdd4l tan~al d,undaHgkan. 

~ ~t\<:lp o.ra.ng d.iJ~t roet\gc-tclhl.l1f\Va, m("m<"nnt~hkllln pc-ng\mdan~,u, 
\"4,,\c\ U\.\ ,k,~c\" V('\\t>\\\}'-lt,uuw" \ic\i.m \kmt'-l.r-1\1\ Uac-rah l\..lb\\}'-'\tn Mua1 
R-~was Utara, 

u•xvu 
ktt&NTUAN PK.RAUKAN 

r..at~ 
( l) "ct.kn, ..? \:i\'4) t nun tt"d'\\l\U\& ~J k \~1,1 uu mutar ~rlctk\l, 

LUI.. t\\.'Ml> ,·w\g ~rt~1\t1.\k huk.um tvru~hc\<tn L>«rrah tPDl. narus 

, \~~ b<'n\w \\"~ \\W\\)•,l\ \'t-n.\"'"'"" ate\\\ '"Ok"' , l~C'\'c\h. 
\ ) ~~Ktt~ ~(t>l\ll.laf\ yai\g mc-t'\gdtur 8llMl> du\_Vat.t~dn tetap hc-rldk\\ 

S('l,',,i\'.)dl"\& t"\.lk. ~' h"Ht~t\gtt.l\ ,~.n/ tltan ~huu ,1\g~tt\tl 1.1\"r~tto Vc:lOg baru 
~n.t..t~rkc.U\ t\--1,~ uu, 

fua.19..1 
~ n1 , ~·, lll N,kt.n h1.\.kun\ tll'Ml> tkll\\f d 1\gttn ~ntd 

"'-191 
u\ u n ~\\U\ ,h\ t~ 'dlni'\Lr hU~«H\ d turn ~·1 \ '1~1.H 8l'\ll, 

pc·1 W\.l~, t"\. '\H 



I. UIIUII 
Pernbangunan daerah \\1}Jth terus dikernbangkun untuk 

memngkatkan kesejahteraan rakynt. Untuk itu diperrukan upaya untuk 
meningkatkan pandapatan asli daeruh (PAO) gun menopang An~t\ran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Sumber-sumber PAO antara lain dapat 
d(~ali dari keuntungan yafl8 diperoleh BUMO yang didirikan dengan ram 
mernisahkan sebagian harta kekayaan daerah untuk dimasukkan 
sebegai modal ke dalam BUMD. ~U' BUMO marnpu memberikan 
tambahan pendapatan bagi APBO, maka BUMO harus dikelola secara 
proporsional dan profesional. Dalarn rangka proporsionalitas pengelolaan 
BUMD~ maka pertu dibatasi jurnlah maksirnal harta kekayaan daerah 
yang dipisahkan kc dalam BUMO, termasuk penvertaan modal ke dalam 
Perseroan Terba.tas swasta. Profesionalitas BUMD diwujudkan dengan 
menjalankan Good Governance atau Asas-Asas Umum Pernerintahan 
yang Baik (AUPB) dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good 
Corporate Govemanre (GCG). AUPB dan GCG hanya dapat tercapai 
apabila yang menjadi Direksi sebagai pengelola BUMD benar-benar 
merupakan figur yang berkualitas, Untuk mernperoleh figur yang 
berkualitas dimaksud perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan 
kepada seluruh calon anggota direksi oteh sebuah Tim yang dapat 
memberikan penilai secara obyektif. Guna menjamin obyektifitas 
penilaian Bupati rnernbentuk Tim Uji kelayakan dan Kepatutan yang 
diwakili dari Pernerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, perguruan tinggi, 
dan pelaku usaha. 

Selain masaJah pengelolaan yang harus dilakukan secara 
profesional, Peraturan Daerah ini mengatur kernungkinan untuk 
dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan 
pembubaran BUMD, berkaitan dengan kinerja keuangan BUM D yang 
bersangkutan. Dengan adanya rambu-rarnbu tersebut diharapkan bahwa 
BUMD akan dapat berkernbang dan layak disejsjarkan dengan 
perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN. 

PEJltJ&..ASAN 

ATAS 

PERATUllAJf DAE.RAH KABUPATSN MUSI RAWAS UTARA 
NOIIOR 3 TAHUW ~O 17 

TltrfTANO 

BADAN US.AHA IIIUK DAERAH 



PasaJ 11 
Cukupjelas 

PasaJ 10 
Cukupjelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 4 
Cukupjelas 

Pasal 3 
Cukupjelas 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Huruf a 
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup 
aspek pelayanan umum dan kebutuhan rnasyarakat di 
antaranya air minum, pasar, transportasi. 

Hurufb 
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis 
terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan 
pcmasaran dan analisis kelayakan kcuangan serta analisis 
aspek lainnya. 

D. PASAL DEIII PASAL 
Pasal 1 

Cukupjelas 
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Pasal 14 
Ayat ( 1) 

Perda tentang pendirian Perumda, selain menetapkan pendirian 
Perumda, juga sekaligus menet.apkan keputusan untuk 
melakukan pcnyertaan modal negara kc dalam Perumda dan 
Anggaran Dasar Perumda yang bersangkutan. 

Yang dimaksud memiliki saham adalah Perumda sebagai badan 
hukum dapat melakukan penyertaan modal langsung dalam 
kepemilikan saham pada perusahaan yang bcrbcntuk hukum 
Perseroan Terbatas, baik yang sudah berdiri maupun yang 
akan didirikan, dan/ a tau pcmbelian saham perusahaan publik 
di pasar modal. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan membentuk anak perusahaan adalah 
Pcrumda sebagai badan hukum dapat mcndirikan perusahaan 
bailc berbadan hukum (misalnya Perseroan Terbatas) maupun 
yang tidak berbadan hukum {misalnya persekutuan perdata, 
persekutuan Iirrna, dan pcrsekutuan komanditer). 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Pendirian Perumda haru& memenuhi kriteria antara lain: 
a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan 

kepentingan orang banyak; 
b. didirikan tidak sernata-rnata untuk mengejar keuntungan 

(cost effectivenessrcost recovery); 
c. bcrdasarkan pengkajian memenuh! persyaratan ekonomis 

yang diperlukan bagi berd.irinya suatu badan usaha 
(mandiri). 
Pendirian Perurnda dapat dilakukan atas inisiatif Bupati, 
atau atas inisiatif Organisasi Perangkat Daerah yang 
diusulkan kepada Bupati scpanjang memenuhi kriteria 
tersebut di atas. 

Ayat (2) 
Perda ini memuat antara lain: 
a. penetapan pendirian Pcrumda; 
b. penetapan bcsarnya Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 
c. Anggaran Dasar; 
d. pcnunjukan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pcmilik 

modal. 
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Pasal 17 
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal Perumda 
menet.apkan kebijakan pengembangan Perumda yang bertujuan 
menetapkan arah dan mencapai tujuan perusahaan baik 
menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber 
pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan 
kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Maksud dari ketentuan ini adalah untuk menghindari benturan 
kepentingan antara anggota Direksi atau Dewan Pengawas dan 
Perumda yang diurus/diawasi. 

Ayat (2) 
CukupJelas 

Ayat (3) 
CukupJelas 

Pasa.l 15 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Kewenangan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pernilik modal 
adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalaro 
Perumda yang mempunyai segala wewenang yang tidak 
diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas 
yang ditentukan dalam Perda ini dan/atau Perda tentang 
pendiriannya. 

AnAAaran Dasar Pcrumda mernuat antara lam: 
a. nama dan ternpat keduduka.n Perurnda; 
b. makaud de.n tujuan berdirinya Perumda; 
c. jangka waktu berdirinya Perumda; 
d. susunan dan jurnlah anggota Direksi dan jumlah anggot.a 

Dewan Pengawas; dan 
c. penetapan t.ata cara penyelenggaraan rapa.t Direksi, rapat 

Dewan Pengawae, rapal Direksi dan/ atau Dewan Pengawaa 
dengan Kepala Daerah sclalcu wakil Daerah sebagai pemilik 
modal. 

Ayat (2) 
Karena Perda tentang pendirian Perumda sekaligus memuat 
Anggaran Dasar Pen.unda, setiap perube.han Anggaran Dasar 
Perumda ditetapkan dengan Perda. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 
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Pasa.J 21 
Ayat (1) 

Cukupjclas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ Perumda strategis 
dalam mcngurus perusahaan guna mencapai maksud dan 
tujuan perusahaan untuk rnengisi jabatan tersebut diperlukan 
calon-calon anggota Oireksi yang mempunyai keahhan, 
integritas, kcjujuran, kepernirnpinan, pcnga.laman, pcnlaku yang 
baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi 
pengembangan perusahaan. 

Ayat (4) 
Untuk memperoleh calon-calon anggota Direksi yang terbaik, 
diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fir and 

Pasa.J 20 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Keputusan Bupati selaku wakil Oaerah sebaga.i perruhk modaJ 
mengatur, antara lain, tindakan-tindakan Direksi yang perlu 
mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan/ at.au perlu mendapat 
persetujuan Bupati selaku wak.il Oaerah sebagai pernihk modal, 
yang meliputi: 
a. penarikan pinjaman; 
b. pemberian pinjarnan; 
c, peJepasan aktiva; 
d. penghapusa.n piutang macet dan persediaan barang. 

Pasal 18 
Mengingat modal Perumda pada dasamya merupakan kekayaan 
Daerah yang Te\ah Dipisahkan, pcmihk modal hanya bcrt.anggung 
jawab sebesar nilai penyertaan yang disetorkan dan tidak rneliputi 
harta kekayaan negara di luar modal tersebut. 

Bupati sclaku wakil Daerah sebagai permlik model aanf,,'J)l 
berkepentingan dengan modal Daerah yang tertanarn dalarn 
Perumda untuk dapat dikembangkan. Untuk itu, masalah invcetaai 
pembiayaan serta pcmanfaatan hasil uaaha Pcrumda perlu 
diarahkan dengan jelas daJam suatu kebijakan pengembangan 
perusahaan. 

mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. uaulan Direksi kepw1a 
Bupati selaku wakil Daerah sebagai pcmalik modaJ harus dartahului 
dcngan persetujuan Dewan Pcngawaa. 
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ketMIUl•U t..erbebut d1u.kulil.i..u okh ~wtu tJm y.-,~ tj,t~_..n)Wl w.h 
HupdlJ tk=laicu w~J6_JJ l)&r.rlih set~~; pt"fTnJ,k 11J1As,d. 
An~i,ta -ar,tt,g,,La tam ya,,,t d,tunJLJk oit-h Uup.,tJ ~l.aktJ w"k,J 
Daerah ael>c.t.~i pcrmhk m.1,d&J h&rua memenutn knteru, IU}t.s,r,,. 
lam profesion .. hu-e, r~maJiarru,n bJ/iane r,,anJJJl!ffl!!n d.&n tJ$&)Jlil 

UlJMU yang ber .... ngku\Ji.n, t.id...k miern1J1ki benturi.n ~p!,n1K,j,J!Ul 
(conjlir.t. of inu-,11:.t) dengan c.all.1n &ngypt.a. Dircoi y1-ng 
bersangkutan, dan n1err11h.la Integrnas, 11iert.M dl--::t1dcaaa y111,g 
tinggi. Hupau selaku wa1o.J Daerah eeb~g.aJ pernrhk mrJd.81 d;,pat 
pula menunjuk Iernbaga profesional yHng l111kper~en untu.k 
metakukan uj, lulayakan dan lupe.tutan ~mada..p ca~111 
anggota d1rekai Peru.mda. 

Ayat (5) 
Yang drmaksud dcngan lcontrak manajemen adalah statement of 
corporate intent (SCI) yang, antara lain, berisrkan j.anji-janJ; atau 
pernyataan D,rck&i untuk memenuhi &cg.ala target-target yang 
ditetapkan oleh Bupati selaku wakiJ Daerah .ebegal pemihk 
modal. Kontrak manajemen tersebut diperbah.arui setiap tahun 
untuk diseeuaikan dengan kondiai dan perk.embangan 
perusahaan. 
Yang dunak.aud dengan pakta integritas adalah penyataan atau 
janji kepada diri sendiri tentang komitmen metaksanakan 
aleuruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewen.ang dan peran 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar 
Perurnda, dan keputuan Bupati selaku waJo.l Daerah sebagai 
pemilik modal Peruma dan kesanggupan untuk tidak melakuk.a.n 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Ayat (6) 
Dalam rangka usaha mernbina Direksi yang bersih, jujur, dan 
sadar a.kan tanggung jawabnya sebagai pengurus atau salah 
uneur dari organ Perumda, maka Direksi haru& mengangkat 
sumpah sebagai suatu pemyataan kesanggupan untuk 
melalru.k.a.n suatu keharusan at.au tidak melakukan suatu 
larangan. 
Calon Direksi setelah diangkat menjadi Direksi wajib 
mengangkat/ mengucapkan aumpeh di hadapan Bupati &elaku 
wakil Daerah sebagai pem.ilik modal Perumda berdasarkan 
keya.kinan agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa., 
haJ ini menandakan bahwa pernyataan kcsanggupa.n dalam 
sumpah yang diucapkan juga ditujukan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Direksi harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebe.ik- 
baiknya dan tidak melanggar sumpah tersebut selama masih 

· berkedudukan sebagai Direksi, 
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PaM.127 
Ayat ( I) 

Ra.ncangan ttncana kelja dan anggpran perusahaan mcmuat 
antara lain: 
a, mi_a1 Perumda, sasaran usaha, strategi usaha, krbijalcan 

perusahaan, dan program kerja/ kegsa tan; 
b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran 

program kctja/ keg)atan~ 
e. proyekai luuangan Perumda dan analc perusahaannya; 
d. Hal-hal lain yang memerlukan kepurusan Bupati Slelaku 

wakil Daerah sebegai pem.ilik modaJ. 

Pasal 26 
Ayat 0) 

Ra.ncangan rnteana ja.ngka penja.ng memuat., antara w:n..: 
a evaluasi pelaksanaan rencana )8.Ilgka panjang sieberumnya; 
b. posi si perusahaan saat uu; 
c. asumsi-asumsi yang drpakai dalam ~yusunan rnicana 

jangka panjang; 
cl penetapan misi, sasaran, strategi, ~eb,jakao, dan pn~am 

k.crja rencana jangka panjang, 
Ayat {2\ 

Dewan Pengawa.s sebelum meoandataogani rancangan reocana 
ja.ngka panjang yang dlsam:paikan oseh Drrcksi, W3.)=ib membahas 
secara bersama-sama dengan Direksi, Dengan drtandatangani 
bersama, semua a.nggota Direbi dan Dewan Ptta-.gawas 
~ jawab ataa i& rancangan ~ jangka p&.n.)S.Dg 

yang dimaksud. 

Pua] 25 
Cukup jcla5 

PasaJ 24 
Culru p j,cLu 

Pasal 23 
Cukup Jcla.a 

Pti.'-& l 2"2 
Ayat tl l 

An1<WAa O.r~,.,. yar..g t.t~ ~~.-k.n mall& ,-.ha~ 
dapar d1pa11rr1~ un uk ~ krmba.h ~ 
~Jla.1Ml kl~ pad.a. p,!00'.k ' :.-a 

Ayat (1) 
Cukup Jil!W 

Ayat (4) 
Cux.up J-C I.as 



PasaJ 29 
Selain mengatur rencana jangka panjang, rencana kerja dan 
anggaran Perumda, laporan tahunan dan perhitungan tahunan, 

Ayat (3) 
Alasan anggota Direksi tidak menandatangani perlu dijelaskan 
secara tertulis kepada Bupati selaku wakil Daerah sebagai 
pemilik modal agar Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik 
modal dapat menggunakannnya sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan 
terse but. 

Ayat (2) 
Dewan Pengawas sebelum menandatangani laporan tahunan 
yang disampaikan oleh Direksi, wajib membahas secara 
bersama-sama dengan Direksi. Dengan ditandatangani bersama, 
semua anggota Direksi clan Dewan Pengawas bertanggung jawab 
atas laporan tahunan dimaksud. 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Laporan tahunan memuat antara lain: 
a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun 

buku yang baru lampau dam perhitungan laba rugi dari 
tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas 
dokumen tersebut; 

b. neraca gabungan dari Perumda yang tergabung dalam satu 
group, di samping neraca dari masing-masing Perumda 
terse but; 

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perumda, serta 
hasil yang telah dicapai; 

d. kegiatan utama Perumda dan perubahan selama tahun 
buku; 

e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang 
mempengaruhi kegiatan Perumda; 

f. nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas; dan 
g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan honorarium 

serta tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas. 

Ayat (2) 
Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan 
oleh Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, 9Ctiap 
perubahannya juga harus disetujui oleh Bupati selaku wakil 
Daerah sebagai pernilik modal, kecuali ditentukan lain dalam 
keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai penulik modal, 
mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan 
dimaksud. 



Pasal 32 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Kesalahan atau kelalai Direksi yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah kesalahan atau kelalaian yang diJakukan misalnya 
karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perumda atau 
ketentuan yang telah digariskan oleh Dewan Pengawas dan 
Bupati selaku wak:il Daerah sebagai pernilik modal serta telah 
terbukti secara sah. Dalam hal ini proses pembuktiannya 
dilakukan oleh Bupati seJaku wakil Daerah sebegai pemilik 
modal beserta aparatnya. Namun bersalah atau tidaknya 
anggota Direksi yang bcrsangkutan tetap bcrdasarkan 
keputusan pengadilan yang berwenang. 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Yang dimaksud dengan risalah rapat adalah risalah rapat Direksi, 
Dewan Pengawas, dan risalah rapat Bupati sclaku wakil Dacrah 
sebagai pemilik modal. Direksi perlu memelihara risalah rapat 
tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal 
yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan 
bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan, baik oleh 
Direksi maupun Dewan Pengawas dalam pengelolaan perusa.haan. 
Pembukuan perumda dibuat sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ber)aku. 
Setiap perubahan baik yang dila.kukan oleh transaksi maupun oJeh 
kejadian dalam Perumda yang mempengaruhi aktiva, utang, modal, 
biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistern 
a.kuntansi yang dipertanggungjawabkan dan diselenggarakan 
berdasarkan prinsip-prinsip pengendaJian intern, terutama 
pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan 
pengawasan. 

Pasal 30 
Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota 
direksi benar-benar rnencurahkan segala tenaga dan pikirannva 
dan/ a tau perhatian secara pen uh pada tugas, kewajiban dan 
pencapaian tujuan Perurnda serta menghindari timbulnya benturan 
kepen tingan. 

dalam Keputusan Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemrhk 
modal tersebut, diatur antara lain rnengenai tingkat kesehatan 
persero. 
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Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukupjelas 

Pasal 37 
Cukupjclas 

PasaJ 36 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 
Ayat {4) 

Cukupjelas 

Pasal 34 
Ayat (1) 

CukupjeJas 
Ayat (2) 

Cukupjclas 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan bertindak sccara independen adalah 
bahwa Dewan Pengawas tidak boJeh mempunyai kepentingan 
yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan 
tugasnya secar mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama 
lain dan tcrhadap Direksi. 

Ayat (4) 
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3) 

Ayat (5) 
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4) 

Ayat (6) 
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5) 

Ayat (7) 
Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (6) 

Pasal 33 
Anggota Dewan Pcngawas dapat tcrdiri dari unsur-unsur pejabat 
Pemerinta.h Kabupaten, termasuk pejabat Organisaei Perangkat 
Daerah, yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perumda. 

Ayat (5) 
Cukupjclas 

- 39 - 



Pasal 45 
Cukup jelas 

PasaJ 44 
Culrup jelas 

PasaJ 43 
Ayat ( I) 

CuJrup jelaa 
Ayat (2) 

CuJrup jelaa 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan "bukan kabupaten" adalah Pemerintah 
Pusat, BUMN, BUMD lainnya, badan usaha milik swasta, 
koperasi, yayasan dan perorangan. 

P~laBJ 42 
Ayat (I) 

Cukup jetas 
Ayat 12) 

Karena pendirian Perumda dila.Jrukan dengan Perda yang 
menyebutkan besamya penyertaan modal Daerah dalam 
pendirian Perumda dim.akaud, pembubaran Perumda tersebut 
harue d1J.a.JruJcan puJa dengan Perda 

Ayat (3) 
CuJcup jelas 

Puul 4 I 
Cukup jelas 

P1.a11al 4<J 
Cukup jc1b.. 

f'J:Jbnl 'VJ 
L1t11jf pr.-njdaw,n P;.SBJ :w. 

Ayul l~I 
VJ,~n•w,n ini rnr.mtJ1:nk;;n wewern,r.g kt.-patlia Dewan ~ngawu 
tmtiak n~l.-w..J'-'....n ,~r--.,;•ruWiitn Y~rurrAJo y'1t.nig t.ebier..arnylj hanya 
1fa11at d1t1,Jo.JJu.n ,,l,h Out;k11>1, d.,J,.&m h.aJ D1rdc5,1 udak ad.a. 
A1,ut,1j;,; l:i/16 1>,,,._kA,), lkw8n f'en~wu hanya ~pat me1akukan 
tu.fij(.&n lr.rt~ntu yi.ng dnentukan Qi.eh Bupau 5elaku wak.il 
f J&~r&J1 ktltit'fil p,ermhk rrlllJlUJ dalam An.ggaran Dasar dan 
ri'!nal Uf'9fl plttUnlio.ng-u~n. 
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Pasal 48 
Ayat (1) 

Cukupjclas 
Ayat (2) 

Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan 
pemberhentian cukup dengan keputusan Bupati. Keputusan 
Bupati tersebut mempunya.i kekuatan hukum yang sarna 
dengan kcputusan yang diambil secara ooh dalam RUPS. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Bagi Persero Daerah yang seluruh modaJnya ( l 00%) dimiJiki oleh 
Kabupaten, Bupati yang mewakili Daerah selaku pernegang 
saham dalam setiap keputusan tcrtuhs yang berhubungan 
dengan Persero Daerah adalah keputusan RUPS. Bagi Persero 
Daerah dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dirniliki 
Kabupaten .lrurang dari lOO°Ai, Bupati berkedudukan selaku 
pemegang saharn dan keputusannya diambil bersama-sama 
dengan pemegang saham lainnya dalam RUPS. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan perorangan adalah seseorang yang 
menduduki jabatan di bawah Bupati yang secara teknis bertugas 
membantu Bupati selaku pernegang saham pada Persero Daerah 
yang bersangkutan. Namun demikian, daJam hal dipandang 
perlu, tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan 
kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

Ayat (3) 
Meskipun kedudukan Bupati selaku wakil pemcrintah tclah 
dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk 
mewakilinya dalarn RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima 
kuasa wajib terlebih dahulu mempero)eh persetujuan dari 
Bupati sebelurn hal-hal dimaksud diputuskan dalarn RUPS. Hal 
ini perlu mendapat persetujuan tcrlebih dahulu dari Bupati 
rnengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan 
Persero Daerah. 

Pasal46 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal l6 ayat (1) 
Ayat (2) 

Cukupjclas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
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Pasal 55 
Ayat (1) 

Li hat penjelasan Pasal 27 ayat ( 1) 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (2) 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan PasaJ 26 ayat ( 1) 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (2) 

Pasal 53 
Sekretaris perusahaan (corporate secretary} untuk memastikan 
bahwa Persero Daerah mematuhi peraturan tentang persyaratan 
keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good 
corporate governance, memberikan informasi untuk Direksi dan 
Komisaris secara berkala apabila diminta. Sekretaris perusahaan 
harus memenuhi kualifi.kasi profesionalisme yang memadai. 
Sekretaris perusahaan diangka.t dan diberhentikan oleh Direksi 
serta bertanggung jawab kepada Direksi. 

Pasal 52 
Cukupjelas 

Pasal 51 
Cukupjelas 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Lihat penjelasan Pasal 22 ayat ( 1) 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukupjelas 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3) 
Ayat (4) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4) 
Ayat (5) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5) 
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PasaJ 62 
Ayat (1) 

Lihat penjclasan Pasal 22 ayat ( 1) dan Pasal 35 ayat ( 1) 
Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 61 
Ayat (1) 

Cukupjclas 
Ayat (2) 

Cukupjelas 
Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 34 ayat (3) 
Ayat (4) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (4) 
Ayat (5) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (5) 
Ayat (6) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (6) 
Ayat (7) 

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (7) 

Pasal 60 
Ayat ( 1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 48 ayat (2) 

Pasal 59 
Lihat Penjelasan Pasal 31 

Pasal 58 
Lihat penjelasan Pasal 30 

Pasal 57 
Lihat penjelasan Pasal 29 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Li hat penjelasan Pasal 28 ayat ( 1) 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (2) 
Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (3) 
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PasaJ 69 
Restrukturisasi sektoral terutama ditujukan kepada sektor-sektor 
yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli 
alamiah. Restukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan 
iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, 
efisien, dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi industri 
tersebut berkaitan dengan pengaturan usa.ha (regulasi]. 
Pembenahan dan penataan regulasi dilaksanakan bersama-sama 
dengan Pemerintah Pusat mclaJui kernenterian terkait. 

Pasal 68 
Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk menyehatkan BUMD, 
terutarna yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. 
Upaya penyehatan BUMD iru dapat dilakukan dengan 
restrukturisasi agar BUMD dapat beroperasi secara lebih efisien, 
transparan dan profesional sehingga BUMD dapat memberikan 
produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada 
konsumen, serta memberikan manfaat kepada Kabupaten. Sebelum 
melaksanakan restukturisasi, Pemerintah Kabupatcn akan 
mempertimbangkan asas biaya dan manfaat dari restrukrurisasi 
terse but. 

Pasal 67 
Cukupjelas 

Pasal 66 
Lihat penjelasan Pasal 30 dan Pasal 39 

Pasal 65 
Ayat(l) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Lihat penjelasan Pasal 38 ayat (2) 

Pasal 64 
Cukupjelas 

Pasal 63 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 
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Pasal 70 
Dengan dilakukannya Privatisasi diharapkan akan terjadi 
perubahan atas budaya perusahaan di lingkungan Persero Daerah 
sebagai a.kibat dari masuk:nya pemegang saham baru, baik melalui 
penawasaran umum (go publia ataupun melalui penyertaan 
langsung (direct placement). Persero Daerah aka.n dihadapkan pada 
kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan 
(disclosure) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses 
go public, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus 
dicapai scbagai alcibat masuknya pemegang saham baru. Budaya 
perusahaan yang berubah tersebut akan mendorong peningkatan 
kinerja Persero Daerah yang selanjutnya akan dapat mempertinggi 
daya saing Persero Daerah da.lam berkompetisi dengan pesaing- 
pesaing, baik lokal, nasional, regional bahkan global, sehingga pada 
akhirnya akan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap 
perekonomian Daerah da.lam bcntuk barang dan jasa yang semakin 
berkualitas dan terjangkau harganya serta penerimaan Negara 
dan/atau Kabupaten dalam bentuk pajak yang akan semakin besar 
pula. 

Dengan dernikian, maksud dan tujuan Privatisasi pada dasa.mya 
adalah untuk meningkatkan peran Persero Daerah dalam upaya 
meningkatkan kesejahteraan masyara.kat dengan memperluas 
kepernilikan masyarakat atas Persero Daerah, serta untuk 
menunjang stabilitas perekonomian nasional. 

Meskipun Privatisasi bertujuan untuk melakukan efisiensi, sedapat 
mungkin tidak sarnpai menimbulkan keresahan bagi karyawan. 
Oleh le.arena itu, dalam melaksanakan Privatisasi sejauh mungkin 
pcrlu diupayakan agar tidak terjadi pernutusan hubungan kerja 
(PHK). PHK hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu 
setelah pela.ksanaan Privatisasi, kecuali karyawan melakukan 
tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Selanjutnya, 
apAbiJa PHK terjadi pelaksanaannya c:Wakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam 

Restruktuneael ktor dapat ditak anakan melalui cara-cara 
berrkut: rnermaahkan segmen-segrnen dalarn sektor untuk 
mt"n(f,·ursngI m\i jifBSi v rHkal sektor, penmgkatan kompet.isi, 
irnroduksi p-rsamgan dan industri subeutusi, pemasok lam dalam 
sekror yang sama, dan perungkatan persaingan pasar, serta 
demonopolrsasi melalui regulasi. 
Untuk HUMD yang rnelaksanakan tugas khusus dalarn rangka 
Peloyli.nan Pubhk, dengan tidak mengabaikan kcpentingan pubuk, 
UUMU akan rnenerapkan prinsip-prinsip usaha untuk Iebih 
rnerungkatkan efi iensi dan produktivitas BUMD. Upaya ini untuk 
memperjelas berapa tingkat subsidi Pemerintah Kabupaten 
terhadap biaya Pelayanan Pubhk tersebut. 
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Pasal 74 
Huruf a 

Yang dirnaksud dengan penjualan saham berdaearkan 
ketentuan hukum pasar modal antara lain adalah penjualan 
saham melalui penawaran umum (initial public oj]ering/go 
pubhq. penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat 
ekuitas. Terrnasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham 
kepada mitra strategis (direct placement) bagi BUMD yang 
terdaftar di bursa. 

Huruf b 

Pasal 73 
Culrup jelas 

'l.\~"\l J 
A\' t ( \) 

V l"'S dimak&\\d d<-nt1,lm industri/ ec-ktor u&aha kompetitif adalah 
industri/ sekror usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan 
oleh srapa saJa. bark BUMN. BUMD maupun badan usaha rnilik 
swasta. Dengan kata lain. tidak ada peraturan perundang- 
undangan [kebijakan sektoral] yang melarang badan usaha rnilik 
swasta mclakukan kegiatan di sektor tersebut, atau tegasnya 
sektor tersebut tidak semata-rnata dikhususkan untuk BUMN 
dan/atau BUMO. 
Yang dimaksud dengan industri j sektor usaha yang unsur 
teknologi cepat berubah adalah industri/sektor usaha kompetitif 
dengan ciri uta.ma terjadi pcrubahan teknologi sangat cepat dan 
memcrlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti 
teknologinya. 

Ayat (2) 
Cukupjelas 

\ \ ' fl 
\\•I , mi\ m l'\,vnu ,, d1lllk11k1111 au-,·1eru trurn1p11ran, h111k d1d,11n 
,,,,,~,·• \W-\\\ ''''"''""'Q n,,,\\p\\n ,\uhu)) 1w\,,k11lll\1'"""Y•' Pr11Mt1 
\\l \\ Ct1lf\!il ,hi '":-tun,,"1m ,1f"nt,tun ~' prtlom,1n p1l(IA prol'U"rlur 
\"'" «ti~, , \'ttt~ t 1,,h d1t<"tupkn11 Hrnpd fultl intervr-nst clnri pihuk 
'""' ,h luur mc-k"11uun(' "''' porn a, sertn kere nt unn p-rnt urnn 
\'C"l\\\\\\~n~ \11\dAn~.u, v«rnt,t bertaku. PrONf'8 Privot i:&1u11i Jll~U 

,h\,,"'uk,\\\ ,\<"'~'"' twr~'"'"u\t.-,s, M'l'fil'l\ m\~mM d<'nKun p,hak p,hak 
tl"rk u M'hl\\AAt\ pl"\•Sf"s dnn pelnksnnuunnya dapat 
d1~"'('rtt\n~,m~,,w1,bknn k«-porlo rnasynrnkat. 

\''"' • ·~, \-.H'•"'"" d II tlkdl t"luqo 111,11q,1ir1 '"""v1u11k11r 
\ \ H \\ ,, , I\,, II , , \\ 1, \u 1, I u t 1'1 Iv o 11 u I, ' """ 1111 1 1 n Io Ii k. •• t.11 I'• 11 r n IJ I I II 

\\" \,\\,.\\"t\\\ 111\,n,nht\H \ \ \\l,\\\'1 \\h\hh\1\l l'l 1\1,\I l"ht\l t\''' UI h I I hi tth 
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Pasal 78 
Satuan pengawasan intern dibentuk untuk mernbanru direktur 
utarna dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan 

Pasa.l 77 
Ayat ( 1) 

Peraruran perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas 
yang mengatur mengenai, antara lain, pembubaran Perseroan 
Terbatas berlaku bagi pembubaran Persero Daerah. 

Ayat (2) 
Karena pendirian Persero Daerah dilakukan dengan Perda yang 
menyebutka.n besarnya penyertaan modal Daerah dalam 
pendirian Persero Daerah, ma.ka pembubaran Persero Daerah 
tersebut harus dtlaksanakan pula dengan Perda. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cu.kup jelas 

Pasal 76 
Ayat (1) 

Hasil privatisasi yang disetorkan ke kas Daerah adaJah hasil 
divestasi saham milik Kabupaten. Sedangkan bagi penjualan 
saham baru, hasi.lnya disctorkan ke kas perusahaan. Bagi hasil 
Privatisasi anak perusahaan BUMD, hasil Privatisasinya dapat 
ditetapkan sebagai dividcn interim. 
Yang dirnaksud dengan hasil Privatisasi adaJah hasil bersih 
setelah dilrurangi biaya-biaya pelaksanaan Privatisasi. Biaya 
pelaksanaan Privatisasi harus mcmperhati.kan prinsip 
kcwajaran, transpa.ransi dan akuntabilitas. 

Ayat (2) 
CukupjeJas 

Pas.al 75 
Cukupjclas 

Yang dunaksud dengan penjua.Jan saharn langsung kepada 
investor adalah penjualan saharn kepada rnitra strategis (direct 
placemen~ atau kepada investor \ainnya termasuk financial 
investor. Cara ini, khusus berlaku bagi penjualan saharn BUMD 
yang belum terdaftar di bursa. 

Huruf c 
Yang dunaksud dengan penjua1an saham kepada manajemen 
{management buy ou~ dan/atau karyawan (employee buy out\ 
adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu 
perusahaan langsung kepada manajemen dan/ a tau karyawan 
perusahaan yang bersangku tan. 
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Pasal 82 
Ayat {l) 

Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) BUMO 
dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran 
laporan keuangan dan perhitungan tahunan BUMO 
bersangkutan. Opini auditor atas laporan keuangan dan 
perhitungan tahunan dimaksud diperlukan dalam rangka 
pemberian acquit et decharge Direksi dan Komisaris/Dewan 
Pengawas BUMD. 
SejaJan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan 
tahunan Perseroan Terbatas dilalcukan oleh akuntan publik. 

Pasal 81 
Ayat(l) 

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dalam 
pelaksanaan tugasnya, Komisaris dan Dewan pengawas perlu 
dibantu oleh Komite Audit yang bertugas menilai pelaksanaan 
kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan 
pengawasan intern maupun auditor eksternal, memberikan 
rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian 
manajemen serta pelaksanaannya, memastikan telah terdapat 
prosedur review yang memuaskan terhadap segala infonnasi 
yang dikeluarkan BUMD, mengidcntifikasi hal-hal yang 
mcmerlukan perhatian Komisaris dan Dewan Pengawas serta 
tugas-tugas Komisaris dan Dewan Pengawas lainnya. 

Ayat (2) 
Ketua komite audit adalah anggota Komisaris independen, yang 
diangkat oleh Komisaris. 

Ayat (3) 
Komite lain yang dimaksud di sini, antara lain, adaJah komite 
remunerasi dan komite niominasi. 

Ayat {4) 
Cukupjelas 

Pasal 80 
Cukupjelas 

Pasal 79 
Cukupjelas 

pemcnksaan operasional BUMD serta menilai pengendaliun 
pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMD yang bersangkutan 
eerta membcrikan saran-saran pcrbaikannya. 
Karena satuan pengawasan intern bertugas untuk membantu 
direktur utama, pertanggungjawaba.nnya diberikan kepada direktur 
utama. 
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Pasal 86 
Ayat (1) 

Cukupjelas 
Ayat (2) 

Karena setiap pendirian BUMO dilakukan dengan Perda, apabila 
ada perubahan terhadap keberadaan BUMO dimaksud, baik 
karena penggabungan, peleburan, pengarnbilalihan maupun 
pemisahan, harus dilakukan pula dengan Perda. 

Ayat (3) 
Tindakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan dan pemisahan BUMO akan berak:ibat 
langsung kepada kepentingan BUMO, pemegang saharn, pihak 
ketiga, dan k.aryawan BUMD. Pada dasarnya dcngan melakukan 
tindakan-tindakan tersebut, diharapkan BUMD yang 
dipertahankan dan yang baru dibentuk aJcan menjadi lebih baik. 
Kepentingan pemegang saha tidak dapat dirugikan, demikian 
juga halnya pihak ketiga, perlu diberitahu sebelumnya sehingga 
hak-hak mereka dapat diselesaikan eecara mcmadai. Adapun 
mengenai karyawan yang merupakan aset BUMD itu sendiri 
diupayakan agar mereka tidak akan dikenakan pemutusan 
hubungan kerja (PHK). PHK adalah pilihan yang terakhir dan 

Pasal 85 
Cukupjelas 

Pasal 84 
Cukupjelas 

Pasal 83 
Ayat (1) 

Meskipun BUMD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 
mengejar keuntungan, tidak tertutup kernungkinan untuk hal- 
hal yang rnendesak, BUMD diberikan penugasan khusus oleh 
Pemerintah Kabupaten. Apabila penugasan tersebut menurut 
kajian secara finanssial tidak fisibel, Pernerintah Kabupaten 
harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah 
dikeluarkan oleh BUMD tersebut terrnasuk margin yang 
diharapkan. 

Ayat (2) 
Karena penugasan pada prinsipnya mcngubah rencana kerja 
dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut 
harus diketahui dan disetujui oleh Bupati selaku wakil Oaerah 
sebagai pemilik modal untuk BUMD berbentuk hukum Perumda 
dan RUPS untuk BUMD berbentuk hukurn Persero Daerah. 

Ayat (.2) 
Cukup jelas 
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Pasal 91 
Agar Direksi dapat mclaksanakan tugasnya secara rnandiri, pihak- 
pihak luar manapun, setain organ BUMD tidak diperbolehkan ikut 
campur tangan terhadap pengurusan BUMD. Termasuk dalam 
pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang 
secara langsung memberi pen.garuh terhadap tindakan pengurusan 
BUMD atau terhadap pengarnbilan kepurusan oleh Direksi. 
Ketentuan ini dim.£1.ksudkan untuk mempertegas kemandirian 
BUMD sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional 
sehingga dapat bcrkemba.ng dcngan baik sesuai dengan tujuan 
usahanya. 
HaJ mt berlaku pula bagi lembaga/instansi Pemerintahan 
Kabupaten lainnya, karena kcbutuhan dana lcmbaga/instansi 
Pcmerintah Kabupaten lainnya telah diatur dan ditetapkan secara 
ter sendirt, tcmbaga instan&i Pemerintahan Dacrah lainnya tidak 
dibcnark.an membebani BUMD dcngan segala benruk pengeluaran 
dan sebaliknya BUMD tidak dibenarkan mernbiayai kepcrluan 

Pasal 90 
Cukupjclas 

Pasal 89 
Culrup jelas 

Pasal 88 
Ayat ( 1) 

Yang dimaksud dcnga.n usaha rnikro, kecil, mencngah dan 
kopcrasi mcliputi usaha rnikro, kecil, menengah dan koperasi 
yang mcmenuhi kriteria sesuai dengan peraruran perundang- 
undangan. 

Ayat (2) 
Cukupjelaa 

Pas.al 87 
Ayat ( 1) 

Dengan status kcpegawaian BUMD seperu rru, ba_g> BUMD tidak 
bcrlalru segala ketenruan eselorusaei jabatan yang berlaku ~ 
pegawai negeri sipil/apa.ratur srpi! negara, 
Pcrjanjian kct)a bcr&a.ma dunak.sud dibua t an tar a pekerja BUM D 
dengan pernberi kerja, yaitu rnanajernen BUMD. 

haru diselcsaikan S\J.aJ dmiiwn pereturan p1~nmd.8n~- 
undangan Oleh karena itu, 81:belum ur.dakan-undakan terht"but 
di ata& dt\a\cukan, D,rtk , BUMr> y3r~ .-liwn m ·t~k\J~n 
~n~bunwin. p-leburan, pt'flS(iJmb1l.aJ1h-'ln run permsanan 
terscbut perlu meneoarahaasikannya terlebih dahuJu kt:pttda 
karyawannya ma tung· masmg. 

- ~. 
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P-asal 94 
Cukupjelas 

Pasal 93 
Cukup jelas 

pengeluaran lembaga/instansi Pemerintahan Kabupaten dalarn I 
pembukuan. I 

Pasal 92 
Cukup jelas 
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